HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT .

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor 18 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2006-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahaan Daerah, kepada Daerah
diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun
mendatang sebagai arah dan pedoman pembangunan di
Daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman terhadap

pembangunan di Provinsi Papua Barat, maka dipandang

perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang




Mengingat
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Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 -2031 secara
sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh, bertahap, dan
berkesinambungan, serta berwawasan lingkungan yang

tanggap terhadap perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun

2012-2031;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi lrian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960)
sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 018/PPU-1/2003;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- ',
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggafaan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasil
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
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Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Ta.mb;ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;

Peraturan MenterivDaIam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang

Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan

GUBERNUR PAPUA BARAT -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGDAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT TAHUN 2012-2031.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

Daerah adalahProvinsi Papua Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupatiatau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan
daerah.

GubernuradalahGubernur Papua Barat.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
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"dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam' sistem dan prinsip

'"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

"' 'peraturan perundang-undangan.

10.~

11.

“=Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

‘DewanPerwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnyadisingkat

DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat

" sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.

' Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang termasuk ke dalam

wilayah administrasi Provinsi Papua Barat sesuai ketetapan

Syia

" Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang seiaﬁjhtnya

disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk ‘periode
20 (duapuluh) tahun. YRB
Reéncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang

‘merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah vyang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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18.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
yang bertugas mengelola anggaran dan menyelenggarakan program
dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangenan
Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur
ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan lain-lain yang terkait
dengan ruang wilayah dan fungsinya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misia dalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

" R
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BAB !l
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 2

RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi Visi dan Misi serta arah

Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Pasal 3 .y

RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, menjadi pedoman dalam penyusunan:

a. RPJIMD Provinsi Papua Barat yang memuat Visi, Misi dan Program
Gubernur;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal4

VisipembangunanjangkapanjangProvinsi Papua Barat adalah

“MEWUJUDKAN PROVINSI PAPUA BARAT YANG MANDIRI, BERDAYA
SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN LESTARI”
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Pasal 5

UntukmencapaivisipembangunanjangkapanjangProvinsi Papua Barat
sebagaimanadimaksuddalamPasal 4, Provinsi Papua Barat mengusung

-

14 (empatbelas) misipembangunanjangkapanjang, yang meliputi: A

a. Mewujudkan stabilitas politik. pertahanan, dan keamanan
wilayah; ' |

b. Mewujudkan ketahanan pangan wilayah;

c¢. Mewujudkan kemandirian prasarana dan sarana wilayah;

d. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah;

e. 'M‘ewu_iudkan kemandirian tata kelola pemerinfahan;

f. Mengembangkan ekonomi wilayah yang berdaya saing;
g. 'Membina SDM Papua Barat yang berdaya saing;
h. Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat;

Mendorong kesejahteraan sosial masyarakat;

j-  Menciptakan sistem ekonomi dan regulasi ekonomi 'yéng
berkeadilan;

k. Menciptakan hukum dan sistem pembangunan yang
berkeadilan;

I.  Mengelola sekaligus memelihara SDA Papua Barat dengan
prinsip berkelanjutan;

m. Memelihara kualitas lingkungan alam dan lingkungan hidup; dan:*"

n. Memelihara keberagaman adat istidat dan budaya luhur Papua

Barat.
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ST BABIlI
515U SISTEMATIKA
Pasal 6

RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN

. BABIl : KONDISI UMUM KOND!SI PROVINSI PAPUA BARAT

c. BABIIl : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINS|  PAPUA BARAT o

d. BABIV : ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
PROVINS| PAPUA BARAT TAHUN 2012-2031 /3¢
" e. BABV : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
'f. BABVI : PENUTUP '

Pasal 7

Isi'_beserta uraian RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 8

(1) RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 menjadi acuan dalam
penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi,

“dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.




(2)

3)

(1) b

(2)

(1)

(2)
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RPJP Daerah Kabupaten/Kota menjadi pedoman dalam penyusunan
RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuatVisi, Misi, dan Program

Bupati/Walikota.

RPJM Daerah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Papua Barat .
Pasal 9

alamll rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghmdarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah
Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, )
dlwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan
Gubernur berikutnya. |
RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tahun pertama periode masa jabatan Kepala‘ Déerah

berikutnya.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pengendaiian dan evaluasi

pelaksanaan RPJPD.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sepanjang periode pelaksanaan RPJPD.
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3)

(4)..
; (2),Gubernur bersama DPRD dapat menyempurnakan RPJPD.

(5)

(1)

(2)
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Evaluasi sebagaimana dimaksud: pada ayat (1) dilakukan dalam
kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan
lingkungan strategis daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan vyang

berlaku.

BABYV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan
wajib disesuaikandengan RPJPD Provinsi ini paling lambat 1 (satu)
tahun sejak diundangkan.

RPIMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan

wajib sesuaikandengan RPJPD Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Pasai 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

107
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan "
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

MARTHEN LUTHER RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 73
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